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Abstract: Coaching PNS of Implementation UU Nomor 43 Tahun 1999. Theresearch objective
wasto determine the devel opment of civil servants on el ection commission astheimplementation
of Law no. 43 Year 1999 on Human Resourcesin the General Elections Commission (KPU) Riau
Province. This type of research is descriptive quantitative approach. The population is a civil
servant in the Commission Riau Province totaling 35 people. The entire popul ation were sampled
using the census. The research concludesthat the formation of the three-dimensional size can be
used as the lowest note is the formation of the functional, namely the organization's efforts to
improve the skill or skills than employeesin the work and get the job done.

Abstrak: Pembinaan PNS sebagai Implementasi UU Nomor 43 Tahun 1999. Tujuan penelitian
adal ah untuk mengetahui pembinaan pegawai negeri sipil pada komisi pemilihan umum sebagai
implementasi UU No. 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian di Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Provinsi Riau. Jenis penelitian yang digunakan adal ah deskriptif pendekatan kuantitatif. Populasi
adalah PNS di KPU Propinsi Riau yang berjumlah 35 orang. Seluruh populasi dijadikan sampel
dengan menggunakan metode sensus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari tiga dimensi
pembinaan yang dijadikan ukuran dapat diketahui yang paling rendah adalah pembinaan pada
fungsional, yakni dalam upayaorganisasi dalam rangkameningkatkan kemahiran atau ketrampilan
daripadapegawai dalam bekerjadan menyel esaikan pekerjaan.
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PENDAHULUAN

Penyusunan aparatur negara menuju kepada
administras yang sempurnasangat bergantung
padakualitas Pegawal Negeri Negeri (PNS) dan
mutu kerapian organisasi aparatur itu sendiri.
Disamping itu PNSdituntut untuk berkemam-
puan mel aksanakan tugas secaraprofesiona dan
bertanggung jawab dalam menyel enggarakan
tugas pemerintahan dan pembangunan, serta
bersih dan bebasdari korups, kolus dan nepo-
tisme. Sebagal bagian dari pembinaan PNSperlu
dilakukan dengan sebaik-baiknyadengan ber-
dasarkan padaperpaduan sistem prestas kerja
dansstemkarier yang dititikberatkan padasstem
prestas kerja. Ha ini dimaksudkan untuk mem-
beri peluang bagi PNSyang berprestas tinggi
untuk meningkatkan kemampuan secaraprofe-
sional dan berkompetisi secarasehat. Sarana
Kepegavaanmemiliki kedudukandan peranyang
sangat penting dalam penyelenggaraan fungs
pemerintahan.

Dalam rangka kebijakan pengembangan
dan pembinaan karier PNS perlu diatur sistem
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pembinaan karier yang jelas dan terpola ber-
dasarkan peraturan perundang-undangan di
bi dang kepegawai an, sebagaimanasi stem Pem-
binaan Karier PNSmenurut UU Nomor 43 Tahun
1999 tentang perubahan atas UU No. 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian,
sehinggamemberikankontribug yangbaik ddam
kebijaksanaan mang emen PNSmencakup pe-
netapan norma, standar, prosedur, formasi, pe-
ngangkatan, pengembangan kualitas sumber
dayaPNS, pemindahan, ggji, tunjangan, kese-
jahteraan, pemberhentian, hak, kewagjiban, dan
kedudukan hukum. PNS harus netral dari
pengaruh semuagolongan dan parta politik serta
tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan
kepadamasyarakat. Agar pegawai negeri bisa
mempertahankan prinsip netralitasini, maka
pegawai negeri dilarang menjadi anggotadan/
atau pengurusPartai Palitik.

Berdasarkan kenyataan di atas, makadaam
rangkamewujudkan polasistem pembinaan PNS
yang jelasdiperlukan adanyakebijakan hukum
di bidang kepegawai an terutamadalam meng-
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implementasi kan terhadap peraturan perundang-
undangan di bidang kepegawaian. K ebijakan
tersebut harus dikosentrasikan padaduaarah.
Pertama, padakebijakan aplikatif yaitu kebija-
kan untuk bagaimana mengoperasionalkan
perundang-undangan hukum kepegawaian yang
berlaku saat ini dalam menangani permasa ahan
yangterjadi saat ini. Kedua, kebijakan yang me-
ngarah pada sitem karier dan sistem prestasi
kerja. Untuk dapat mel aksanakan tugas dengan
baik makapembinaan pegawai diarahkan untuk
meningkatkan kuditassumber dayamanusaagar
memiliki skap dan perilakuyang berintikan pe-
ngabdian, kegjujuran, tanggung jawab, disiplin
sertawibawa sehinggadapat memberikan pela
yanan sesuai tuntutan perkembangan masya-
rakat. Pembinaan PNS dapat dilakukan dengan
caramedlihat prestas kerja secara objektif dari
masing-masing individual PNStersebuit.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri. PadaUU No. 22
Tahun 2007 tentang Penyel enggaraan Pemilu
diatur mengenai penyelenggaraan Pemiluyang
dilaksanakan oleh suatu lembagayang bersifat
nasiond tetap dan mandiri. Adapun tugaspokok
danwewenang KPU antaralain: (1). Menydeng-
garakan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD
Provins dan DPRD Kabupaten/Kota; (2). Me-
nyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden; (3). Menye enggarakan pemilu kepaa
daerah dan wakil kepaladaerah.

Dari penjelasan di atas, jelasdiketahui bah-
wasanya K PUmerupakan ujung tombak pela-
yanan kepada masyarakat guna menyeleng-
garakan pemilu yang bersih dan bertanggung
jawab. Keberhasilan KPU sangat tergantung
kepadapegawa yang mengatur dan mengurus
yang tergabung dalam Sekretariat KPU. Dimana
daam menye enggarakan PemiluanggotaK PU
dibantu oleh Sekretaris KPU. Provinsi Riau
menjadi salah satu daerah yang memiliki KPU
yang pegawainyaterdiri dari pegawai pusat dan
daerah. Di dalam mel aksanakan tugasnyapada
PNSdi lingkungan Sekretariat KPU Provins
Riau dituntut untuk berkemampuan melak-
sanakan tugas secaraprofesional dan bertang-

gung jawab dalam menyelenggarakan tugas
pemerintahan dan pembangunan sertabersh dan
bebas dari KKN.

PN Sberdasarkan UU No. 43 Tahun 1999,
pasal 12 (2) memperoleh pembinaan dalam
bentuk prestas kerjadan pengembangan karir.
Prestas kerjaseseorang sangat dipengaruhi de-
ngan pendidikanyang telah diperoleh seseorang.
Namun dalam kenyataannya, pembinaan PNS
padaSekretariat KPU ditemukan fenomenada
lam pengisian jabatan struktural masih diper-
bantukan dari daerah. Sebagian besar pegawai
daerah yang menduduki jabatan pada Sekretariat
KPU kurang memiliki kompetens yang cukup
yang salah satunyadilihat dari kualifikasi pen-
didikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang
dipangku.

Dari datatersebut jelasdapat diketahui ma-
salah pengetahuan yang dimiliki seperti pen-
didikan secaraumum. Kemudian masalahteknis
pekerjaan secarafungsional dan jugamasalah
sikap dalam melaksanakan pekerjaan yang
kesemuanyamerupakan bagian dari pembinaan
pegawal.

Kebijakan yang diterjemahkan dari kata
policy biasanya dikaitkan dengan keputusan
pemerintah, karenapemerintahlah mempunyai
wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan
masyarakat, dan bertanggung jawab melayani
kepentingan umum. Ini sgjalan dengan kepen-
tingan publik itu sendiri dalam bahasalndonesia
yang berarti pemerintah, masyarakat atau umum.
kebijakan publik add ah kebijakan yang mengatur
kehidupan bersama atau kehidupan publik,
bukan kehidupan seorang atau golongan. Kebi-
jakan publik mengatur semuayang adadidomain
lembagaadministratur publik. kebijakan publik
mengatur masalah bersamaatau masa ah pribadi
atau golongan, yang sudah menjadi masalah
bersamadari seluruh masyarakat di daerahitu.

Jones(1984) melihat masaahimplementas
kebijakan dengan menekankan padakonseps
aktivitas-aktivitasfung-dond. Implementas yang
dimaksudkan mengoperasionalkan program.
Aktivitas pengorganisasian, maksudnyapem-
bentukan kembali sumberdaya, unit-unit dan
metode agar program berjaan. Keduaaktivitas
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menafsirkan agar program menjadi rencanadan
pedoman yang tepat sertadapat diterimakemu-
diandilaksanakan. Ketigaaplikas yang berkaitan
dengan per-lengkapan rutin untuk pelayanan,
pembayaran yang disesuai kan dengan rujukan
dan perlengkapan program.

L ester (1987) mengemukakan, implemen-
tas dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu
proses, hasil, dan sebagai suatu akibat. Dikata-
kan sebagal suatu prosesimplementasi meru-
pakan rangkaian keputusan dan tindakan yang
dimaksudkan untuk menetgpkan suatu keputusan
otoritetif awal dari legidatif pusat kedaam suatu
akibat atau efek, makaciri utamadari proses
implementasi adal ah kinerjayang tepat waktu
dan memuaskan. Sebagai hasil implementasi
berkaitan dengantingkat sebergpajauharahyang
telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan.
Akhirnyapadatingkat tertinggi implementas
sebagal akibat mengimplementas kan bahwaada
beberapa perubahan yang dapat diukur dalam
miasal ah-masalah yang menjadi program.

Ripley dan Franklin (1986) menegaskan
implementas yang berhasi| tidak hanyaadadua
perspektif sgja. Pertama, keberhasilan diukur
melaui tingkat kepatuhan birokrasi level bawah
terhadap birokras level atas. Perspektif kepa-
tuhan birokrasi hanyaberbicarapadamasalah
perilaku birokratik. Kedua, keberhasilan im-
plementas dicirikan olehkdancaranrutinitasdan
tidak adanya masalah. Tetapi masih ada per-
spektif yang lain, yaitu implementas yang
berhasi| mengarah padakinerjayang diinginkan
dari suatu program dan dampak dari program.
Menurut Tangkilisan (2003) implementas kebi-
jakan publik mampu memberikan jalan keluar
dari berbagal macam dternatif kebijakan publik
dan pemerintahan, dan yang paling banyak
mencapa seperangkat tujuan didalam ha hubu-
ngan antara kebijakan dalam tujuan. Ber-
dasarkan pendapat tentang implementas kebi-
jakan publik tersebut, makadapat dismpulkan
bahwaimplementas kebijakan publik adalah
suatu proses aktivitas atau proses intervens
terhadap pencapai an tujuan sebuah keputusan
yang digunakan untuk memenuhi hargpan orang
banyak (publik).

Menurut Islamy (1987) suatu kebijakan
dapat pula mengalami kegagalan pada tahap
implementas nyameskipun pengambil kebijakan
telah merasa mempersiapkan dengan sebaik-
baiknyatetgpi kurang memperhatiken kemungkinan
kemungkinan terjadinyabebergpaha yaitutidak
dilaksanakan sesuai dengan rencana, tidak ada
kerja sama antara unsur-unsur terkait, tidak
dikuasainyaberbagai permasalahan oleh para
pel aksanasehinggatidak mampu bekerjasecara
efisen dan permasalahan yang dikerjakan diluar
jangkauan kekuasaanya, sehingga hamhatan
yang adatidak mampu menggulangi. Sedangkan
keberhasilan implementasi kebijakan publik
sangat dipengaruhi oleh komunikasi, sumber-
daya, sikap dan struktur birokrasi.

METODE

M etode pendlitian menggunakan deskriptif
pendekatan kuantitatif dengan tujuan mengetahui
pembinaan pegawai negeri sipil dalam rangka
Implementas Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian. Populasi dalam penelitian ini
addah pegawa negeri dpil di KPU Proping Riau
yang berjumlah 35 orang yangterdiri dari 16 PNS
pusat dan 19 PN S daerah. Oleh karena cukup
terjangkau populas maka seluruh populas
dijadikan sampel yakni dengan menggunakan
metode sensus.

Andisisdatadaninformas yang diperoleh
berkenaan dengan Implementasi UU No. 43
Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUU No. 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepega-
waian, makapenulis melakukan analisisdata
secaradeskriptif yang ditampilkan dalam bentuk
tabd-tabd frekuens dan perhitungan presentase.
Analisisini digunakan karena pengukuran ini
bergfat empiris. Untuk mempermudah dan me-
nghindari kesalahpahaman sertaadanyakesa-
tuan dalam pengertian, maka penulis meng-
gunakan skalaL ikert. SkalaL ikert denganlevel
dataordind seperti skdlasangat setuju (4); setuju
(3); kurang setuju (2) dan tidak setuju (1).
Jawaban memberikan kecenderungan jawaban
baik dan atau tidak baik. Jawaban “baik” terdiri
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dari jawaban sangat baik dan baik sedangkan
jawaban “tidak baik” terdiri dari jawabantidak
baik dan sangat tidak baik.

HASILDAN PEMBAHASAN

Pembinaan pegawal negeri adalah suatu
upaya yang dilakukan oleh pimpinan suatu
lembaga dalam hal ini adalah pimpinan Sek-
retariat KPU dalam rangkameningkatkan pres-
tes kerja. Dimensinyaada ah pembinaan penge-
tahuan merupakan pembinaan ddam menambah
wawasan dan pengetahuan padapegawa daam
bekerjasehinggahasil kerjayang diharapkan
dapat meningkat dinilai masih kurang baik
(47.1%). Masih kurangnya pembinaan yang
diberikan kepada pegawai KPU dalam rangka
mengetahui aturan dalam bekerjadan sistem
kerjapadalembaga Hd ini sangat bergunauntuk
pegawal dadam me aksanakantugasdantanggung
jawabnyadan jugadaam meningkatkan prestas
kerjaparabawahan hinggamencapai taraf yang
dituntut oleh jabatan yang bersangkutan me-
rupakan pembinaan dalam rangkamengetahui
berbagal hal mengenai tatacaramel aksanakan
pekerjaan juga berkaitan dengan masalah
standar operasionalisasi pekerjaan.

Namun dalam ha membinapegawa muda
untuk regeneras dan pelestarian pimpinan orga
nisas merupakan upayauntuk mencari bibit-bibit
yang baka menduduki jabatan yang sudah ada
khususnyajabatan pimpinan, meldui kaderisas
ini membuat wawasan bawahan dan ketertarikan
bawahan untuk bekerja semakin besar sudah
baik dan jugadalam hal meningkatkan kelang-
sungan hidup dan perkembangan organisas
merupakan bentuk rasacintakepadaorganisas
danrasamemiliki pegawai terhadap organisas
gunamenopang keberlangsungan hidup organi-
sas di masayang akan dating jugasudah baik.
Kemudiandilihat dari pembineanfungsond yang
merupakan upayaorganisas dalam rangkame-
ningkatkan kemahiran atau ketrampilan daripada
pegawa dalam bekerja dan menyelesaikan
pekerjaan masih kurang baik 43.1%. Pegawai
masih belum mendapatkan upaya organisasi
membagi tugasyang jelaskepadapegawai yang
memiliki pendidikan yang sesua dengan bidang

tugasnya. Sdainitujugamasih belumnyaupaya
organisas dalam rangkamembinaketrampilan
pegawai dengan adanya perubahan teknol ogi
informasi menjadi tuntutan kepada pegawai
untuk terus dapat berubah.

Walaupun sudah adanya langkah dalam
rangkamengikuti kursus atau pelatihan dalam
rangka menunjang pelaksanaan pekerjaan
pegawai. meningkatkan pengertian atau konsep
baru yakni dengan caramemberikan penjelasan
dan pengertian kepadapegawai dalam bekerja
khususnyadalam menerapkan sistem baruyang
ada. Memberikan dukungan yang diberikan
pegawai dalam bekerjakhususnyadalam me-
nyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya dalam bekerja. Namun
jugamasih belum tepat dalam menggunakan
peralatan baru merupakan bentuk pelatihan
fungsiona kepadapegawa dalam menggunakan
peralatah baru dalam bekerja, karenaperaatan
yang baru membutuhkan ketrampilanyang baru
puladan juga peral atan kerjayang menunjang
kelancaran pekerjaan dan mempercepat penye-
|esaian pekerjaan oleh karenanyapegawai perlu
menguasainya dalam bekerja. Serta proses
merupakan bentuk langkah kerjayang perlu
diberikan kepadapegawai dalam bekerja, hal
ini memberikan dampak kepada bagaimana
pegawai memahami langkah kerjadan penye-
lesaiannya.

Tata carapelaksanaan yang baru merupa
kan bentuk pelatihan yang diberikan kepada
pegawa dalam rangkamel aksanakan tugasdan
tanggung jawabnyadaam bekerjasesua dengan
perubahan yang adasertameningkatkan efisens
kerja merupakan bentuk pencapaian yang
diharapkan dalam bekerjauntuk menggunakan
sumberdayaseefisien mungkin. Terakhir dalam
pembinaan afektif merupakan pembinaan yang
dilakukan untuk pegawai bersikap dan berpe-
rilaku dalam bekerjajugamasih kurang baik
44.2%. Pegawai belum mendapatkan pembi-
naan mutu dan moral kerja merupakan pem-
binaan yang diberikan kepadapegawai dalam
meningkatkan mutu pekerjaan dan rasatanggung
jawab dalam menye esaikannya. Belum mampu
mengurangi pemborosan merupakan langkah
pembinaan dengan menggunakan sumberdaya
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seefisien mungkin dalam bekerja. Kecelakaan
yang merupakan bentuk resiko kerjayang diha
dapi dalam rangkamengurusi masalah masya-
rakat khususnyayang berkaitan dengan Pemilu.

Biayayangtidak perlu merupakan bentuk
usahauntuk tidak mengel uarkan anggaran untuk
biayayang tidak perlu. Mengurangi kadduarsa
dalam ketrampilan teknol ogi merupakan bentuk
proaktif dari pegawai dalam bersikap mau
mempelgari berbagai kebaruanyang diperoleh
dalam bekerja. M etode merupakan pembinaan
untuk mengetahui metodeyang ditergpkan dalam
duniakerja. Proses merupakan bentuk langkah
kerja yang dilakukan dalam menyelesaikan
pekerjaan. produk merupakan hasil akhir yang
diharapkan dari pekerjaan dengan menyelesai-
kannyatepat waktu.

Pengurusan merupakan usshauntuk menye-
|esaikan suatu program kerjasecaramenyeuruh
sehinggahasi| kerjadapat diperoleh sesuai de-
ngan hargpannya. M eningkatkan rasatanggung
jawab merupakan sikap mental terhadap peker-
jaanyangdilihat dari hasil kerjanya. Kesetiaan
merupakan bentuk kesetiaan dalam menye-
|esaikan pekerjaan hinggapekerjaan benar-benar
sdlesal. loyditasmerupakan bentuk tetap berada
dalam organisas wa aupun ddamkondis buruk
sekalipun. K ujuran padaorganisad merupakan
penanaman mental jujur dalam bekerjasesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Membinape-
ngabdian solidaritas merupakan menumbuhkan
rasasenas b sepenanggungan terhadap pekerjaan
yang adadalam organisasi dan gotong royong
merupakan bentuk rasakebersamaan yang di-
hadapi dalam bekerja dengan sama merasa
masi hrata-ratakurang.

Hdl ini sgdandengan gpayang disampaikan
oleh Silaahi (1994) setigp pimpinan daamme-
laksanakan pembinaan harus mengetahui cara
yang tepat terhadap sasaran pokok yang hendak
dicapai oleh organisas, terutamada am meng-
adakan pembinaan pegawa supayape aksanaan
pekerjaan sesuai dengan rencanayang sudah
ditetapkan. Sasaran pembinaan pegawai bertu-
juan untuk; (1). bidang pengetahuan yang
betujuan untuk: meningkatkan pengetahuan
tentang kebijakan dan peraturan perusahaan,

meningkatkan prestas kerjaparabawahan hi-
nggamencapai taraf yang dituntut oleh jabatan
yang bersangkutan, membinakaryawan muda
untuk regeneras dan pel estarian pimpinan orga:
nisasi, dan meningkatkan kel angsungan hidup
dan perkembangan organisasi; (2). Bidang fung-
sional yang bertujuan untuk meningkatkan pro-
duktifitasmelaui penjurusan ketrampilan, me-
ngembangkan ketrampilan baru, pengetahuan,
pengertian dan Skap, menggunakan dengan tepat
peralatan baru, mesin, prosesdan tatacarape-
laksanaan yang baru dan meningkatkan efisens
kerja; (3). Bidang afektif yang bertujuan untuk
membinamutu dan moral kerja, mengurangi
pemborosan, kecel akaan dan biayayang tidak
perlu, mengurangi kadal uarsadaam ketrampilan
teknologi, metode, proses, produk dan pengu-
rusan, meningkatkan rasatanggung jawab kese-
tiaan atau loyditasdan ke ujuran padaorganisad,
dan membinapengabdian solidaritasdan gotong
royong.

SIMPULAN

Pembinaan PNSdi KPU Proving Riau be-
lum berja an sehagamanamestinya. Upayayang
dilakukan Pimpinan Sekretariat KPU dalam
rangkameningkatkan prestas kerjamash ku-
rang. Dari tigadimens pembinaanyangdijadikan
ukuran dapat diketahui yang paling rendah ada-
lah pembinaan padafungsiond yakni ddamupaya
organisas dalam rangkameningkatkan kema-
hiran atau ketrampilan daripadapegawal daam
bekerjadan menye esaikan pekerjaan. Sedang-
kanyangtertinggi ada ah padapembinaan afektif
yakni pembinaan yang dilakukan untuk pegawai
bersikap dan berperilaku dalam bekerja.

Pada pembinaan pengetahuan pegawai
masih kurang mendapatkan sosialisasi serta
penambahan wawasan dalam hd pekerjaan dan
ddam pengembangan pengetahuannyadanjuga
dalam hal fungsional pegawa masih belum
mendapatkan pel atihan secarateknismengenal
pekerjaanterakhir dalam hal pembinaan af ektif
ada ah kurang setuju (44.2%) yang berarti mash
kurangnya pembinaan yang dilakukan untuk
pegawai bersikap dan berperilaku dalam be-
kerja
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